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PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sgr.
SIS ;
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXXXXXXXX, lahir di Singaraja, 17 Juli 1972, umur 41
tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
beralamat di Kabupaten Buleleng, berdomisili elektronik di

EmailPenggugat@gmail.comsebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK XXXXXXXXXX, lahir di Banyuwangi, 15 Juli 1970, umur 43
tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Toko Sembako,
pendidikan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2024,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan
Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sgr pada tanggal 3 Januari 2024 telah

mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
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1. Bahwa pada, hari Jumat, tanggal 02 Maret 2002 telah dilangsungkan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan
menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 4 Maret 2002 dengan
status perawan dan jejaka;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah
Swi;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Buleleng, selama kurang
lebih 15 Tahun dan bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Buleleng;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai dua orang
anak yang bernama,;
4.1.Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di

Singaraja, pada tanggal 23 Mei 2003 (Umur 20 Tahun);
4.2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , Perempuan, Lahir di Singaraja,
pada tanggal 7 Desember 2011 (Umur 12 Tahun);

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk
didamaikan Awal tahun 2013;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena:

4.1. Tergugat selepas usaha nya bangkrut Tergugat menjadi malas untuk
bekerja;

4.2.Nafkah yang diberikan Tergugat pada Penggugat kurang dimana jika
Penggugat meminta Tergugat untuk mencari tambahan penghasilan
tergugat selalu berkata bahwa hanya sanggup untuk memberikan
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segitu, sehinggah Penggugat harus ikut mencari tambahan
penghasilan;

4.3. Tergugat dan penggugat tidak berhubangan badan kurang lebih selama
12 tahun karena Tergugat mengidap impoten;

7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada pertengahan bulan November dimana Tergugat dan Penggugat telah
sepakat untuk berpisah nhamun Penggugat dan Tergugat tetap tinggal satu
rumah;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk
mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun
Penggugat tetap memutuskan untuk berpisah;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

10.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Penggugat
dan Tergugat sudah tidak mengalami kecocokan dan sering berselisih
dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan lahir dan batin pada
Penggugat dimana telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf e
UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP.N0.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (e)
Kompilasi Hukum Islam), maka berdasar hukum untuk menyatakan surat
gugatan cerai ini diajukan dan dikabulkan;

11.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa
dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
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PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil ke alamat domisili elektronik serta tempat tinggalnya
masing-masing, dan atas panggilan tersebut, Penggugat pernah hadir sekali
pada persidangan pertama, dan selanjutnya tidak pernah hadir kembali pada
sidang-sidang selanjutnya serta tidak ada mengutus orang lain sebagai
wakil/kuasanya. Adapun Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat
dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang
termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf
a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai gugat yang
akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini
menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan
Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai
ketentuan Pasal 145 RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan
tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya
meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang
ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan
yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat hadir menghadap
di persidangan, namun pada sidang-sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah
hadir sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan juga tidak ada mengutus
wakil/kuasanya, dan ketidakhadiran Penggugat tidak disebabkan oleh alasan
hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dipandang tidak
bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, sesuai dengan rumusan Kamar Agama tahun 2022, yang
termuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022,
bahwasanya jika Penggugat yang pernah hadir dalam sidang pertama, namun
selanjutnya tidak pernah hadir kembali sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut pada
persidangan berikutnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat
diterima atau N.O. (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta
memperhatikan surat panggilan persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini
menyatakan perkara ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan dalil-dalil syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk

Verklaard);
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2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Singaraja pada Kamis, 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Ana Faizah, S.H., M.H. sebagai
Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan
disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Fajar Anwar, S.H.,

sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat, tanpa hadirnya

Tergugat.
Ketua Majelis,
Ana Faizah, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Angggota,
Mazidah Qayyimah, S.H. Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.

Perincian biaya perkara:
- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
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Panggilan 'Rp 48.000,00

- PNBP 'Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 10.000,00

Jumlah :Rp  168.000,00
(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
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